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Nomor . 700/263/INSPEKTORAT/2025 Kepada :
Lampiran @ _ Yth. Dinas Komunikasi dan
Informatika
Hal Laporan Hasil Evaluasi Kabupaten Merangin
Akuntabilitas Kinerja Instansi Di
Pemerintah Bangko

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2025

dengan uraian sebagai berikut :

. PENDAHULUAN

A.Dasar Hukum Evaluasi

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016



Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Merangin

8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Merangin Nomor 090/460/
Inspektorat/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan
dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.Untuk mengetahui sejauh
mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau
evaluasi atas implementasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia nomor 88
tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
Menilai tingkat implementasi SAKIP;
Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
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Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



D. Ruang Lingkup Evaluasl

1.

Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil
yang berkesinambungan;

Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja,

Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya;

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi
kinerja, dan

Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi
kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan
(kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan
dan mempertimbangkan kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi yang dilakukan,
serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi.

Adapun beberapa teknik dalam evaluasi yang digunakan antara lain :

1.

Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi, merupakan teknik pengumpulan data
dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan
informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara
mandiri

Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, merupakan bentuk pengumpulan
data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung
kepda penyedia data dan informasi.

Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan
pengamatan terhadap suatu aktivitas.

Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditunjukan kepada atau diperoleh dari instansi Pemerintah/unit

kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan






